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Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, 
 Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah 
SWT, yang telah melimpahkan karunia, kenikmatan dan kesehatan kepada 
kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama di 
ruang ini, dan atas perkenan-Nya pulalah saya dapat berdiri di mimbar 
yang terhormat ini untuk menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai 
Guru Besar dalam Bidang Akuntansi Biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret di hadapan para hadirin semua. 
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Pada hari yang berbahagia ini perkenankanlah saya menyampaikan 
pidato pengukuhan guru besar dengan judul: PEMBIAYAAN 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN PENGHITUNGAN 
SUMBER DAYA ALAM: UPAYA DALAM MENJAGA KUALITAS 
LINGKUNGAN.  
Seperti diketahui bahwa para pengamat lingkungan melihat 
munculnya ekonomi berwawasan lingkungan sebagai hal yang positif. Ada 
suatu kritik bahwa ekonomi pasar selama ini tidak berpihak pada 
lingkungan. Bahkan akumulasi modal mendorong perusakan lingkungan, 
misalnya kondisi hutan yang makin parah. Hal ini disebabkan pertama, 
paradigma ekonomi selama ini tidak berbicara soal lingkungan. 
Lingkungan dianggap faktor luar. Ekonomi hanya bicara soal barang-
barang langka atau dianggap langka sedang lingkungan selalu dianggap 
barang yang bebas. Kedua, ada perbedaan yang sangat mendasar antara 
pendekatan ekonomi dan ekologi. Ekonomi selalu bicara soal value yang 
nilainya diukur dalam uang. Sementara ekologi bicara soal stok. Dua hal 
ini harus disatukan. Karena paradigma ekonomi tidak berbicara tentang 
lingkungan, maka harus ada pengaturan. Harus ada institusi yang dapat 
memanfaatkan paradigma ekonomi untuk mengoptimalkan pemanfaatan 
sumber daya alam. Kedepan sangat diharapkan pendekatan pengendalian 
kerusakan yang dilakukan lewat pendekatan ekonomi secara menyeluruh 
guna memperluas kepentingan manusia untuk memperoleh kemakmuran 
(George Sessions, 1995: 428). 
Dalam kehidupan ini tidak ada sesuatu yang sifatnya bebas tanpa 
biaya atau pengorbanan. Demikian pula dengan pengelolaan lingkungan. 
Untuk mengelola lingkungan dengan baik, diperlukan sumber daya tidak 
hanya sumber daya manusia tetapi juga sarana dan prasarana yang 
berkaitan dengan pengelolaan lingkungan tersebut dan tentu saja 
memerlukan biaya. Masalahnya adalah dari mana dan bagaimana 
membiayai pengelolaan lingkungan itu? Dari mana sumber dana yang 
diperlukan dan bagaimana mengalokasikannya sehingga tetap dijamin 
adanya keadilan dan kesinambungan.  
Lingkungan merupakan barang publik, sehingga kurang menarik 
bagi para individu untuk secara langsung bertanggung jawab dalam 
pengelolaan lingkungan. Hal ini karena tidak semua hasil usahanya akan 
dinikmatinya sendiri berhubung adanya sifat eksternalitas yang terkandung 
di dalamnya. Maka pemerintah yang harus bertanggung jawab mengelola 
lingkungan secara keseluruhan sehingga para individu yang semula kurang 
berminat mengelola lingkungan akan mau mengelolanya dengan baik. 
Untuk itu memang diperlukan alat pengelolaan yang disebut “perintah dan 
pengawasan (command & control) serta economic incentives. Kedua alat 
tersebut dimaksudkan untuk mendorong atau menyadarkan masyarakat 
agar mau berpartisipasi dalam mengelola lingkungan. Hal ini harus 
disadari karena pemerintah sendiri mempunyai keterbatasan dalam 
kemampuan untuk mengelola lingkungan. 
 
Instrumen Kebijakan 
Hadirin yang saya hormati, 
Instrumen kebijakan untuk membiayai dalam pengelolaan 
lingkungan dapat dibedakan menjadi a) kebijakan pemberian insentif dan 
subsidi, b) kebijakan disisentif, pajak dan retribusi, c) kebijakan penentuan 
harga sumberdaya alam. Instrumen-instrumen tersebut merupakan 
instrumen ekonomi yang umum digunakan sebagai instrumen kebijakan 
keuangan negara. 
Khusus dikaitkan dengan tujuan pengelolaan lingkungan kebijakan 
tersebut bertujuan untuk: 
a. Mendorong penggunaan atau pengambilan sumberdaya alam agar lebih 
efisien. 
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b. Menerapkan konsep pencemar yang membayar (polluter pays 
principle), sehingga eksternalitas negatif akibat tindakan seseorang 
atau perusahaan terhadap kelompok masyarakat lain dapat dibatasi. 
Instrumen pembiayaan yang didukung dengan administrasi dan 
kelembagaan yang tepat, maka instrumen kebijakan itu akan menjadi 
sangat efektif dalam mempengaruhi perilaku masyarakat, termasuk para 
pengusaha dalam keterlibatannya membiayai pengelolaan lingkungan. 
Beberapa kebijakan dapat berpengaruh langsung pada pihak yang 
bersangkutan seperti kebijakan iuran dan retribusi untuk sampah dan air. 
Selanjutnya penentuan harga sumberdaya alam atas dasar rente ekonomi 
(economic rents) atau biaya penggantian (replacement costs) maupun 
harga pasar, bagi orang yang menggunakannya akan memaksa masyarakat 
tersebut untuk melakukan penghematan dalam penggunaannya. 
 
Pajak dan Retribusi 
Pajak dan retribusi merupakan instrumen ekonomi yang bersifat 
menimbulkan kurang minat atau disinsentif baik untuk menabung, 
menginvestasi, maupun untuk bekerja dalam kaitannya dengan 
pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu pajak dan retribusi dalam hal 
pengelolaan lingkungan lebih diarahkan kepada pengendalian pencemaran, 
yaitu agar para individu atau pengusaha mengurangi pencemar (polutan) 
yang ditimbulkannya dan dibuangnya ke lingkungan alami. Sebagai misal 
pembuangan limbah cair oleh pabrik, rumah sakit ataupun hotel dan 
restoran harus dikurangi agar tidak melebihi ambang batas baku mutu 
lingkungan yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. Demikian 
pula emisi udara oleh pabrik-pabrik pengolahan juga tidak boleh melebihi 
ambang batas emisi udara yang telah ditentukan pemerintah. Untuk 
mendorong masyarakat atau pengusaha agar mau berperilaku demikian, 
maka di samping peraturan yang berupa perintah dan pengawasan, dapat 
digunakan instrumen pajak dan retribusi. 
Memang tidak semua pungutan pajak atau retribusi akan 
memberikan disinsentif dalam mencemari lingkungan. Hal ini sangat 
tergantung pada elastisitas permintaan terhadap barang dan jasa yang 
dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Pencemar atau polutan 
sesungguhnya merupakan produk sampingan dari produk utama yang 
dihasilkan oleh perusahaan. Dalam suatu kegiatan produksi selalu terjadi 
di samping dihasilkan suatu produk dihasilkan pula suatu pencemar (BOD, 
COD, maupun limbah padat). Dan umumnya produksi limbah ini bersifat 
proporsional terhadap produksi utamanya. 
Dalam kenyataannya limbah atau pencemar yang dihasilkan  
oleh setiap perusahaan akan berbeda-beda karena teknologi yang 
digunakan akan berbeda-beda dan juga tahun pembuatan mesin (umur 
mesin) berbeda-beda pula. Karena itu sebenarnya tidaklah tepat  
atau kurang adil bila pengenaan pungutan pajak hanya didasarkan pada 
volume produksi dan tidak berdasarkan volume limbah atau pencemar 
yang benar-benar dihasilkan. Maka dari itu berkembanglah metode  
untuk memprakirakan volume limbah yang dihasilkan oleh suatu 
perusahaan kemudian memprakirakan berapa nilai kerugian atau 
kerusakan yang ditimbulkan oleh limbah atau pencemar tersebut. Hal ini 
sejalan dengan prinsip pencemar yang membayar (polluter pays 
principles). 
Pembahasan di atas kita mengetahui bahwa pungutan  
pajak dan retribusi merupakan sumber pembiayaan bagi pengelolaan 
lingkungan. Dana penerimaan pajak dan retribusi ini dapat digunakan 




Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Pemerintah pusat mulai dengan tahun pertama PELITA IV 
(1983/84-1988/89) telah melaksanakan kebijakan pengelolaan sumberdaya 
alam dan lingkungan hidup melalui empat program pokok yaitu: a) 
inventarisasi dan evaluasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, b) 
penyelamatan hutan, tanah dan air, c) pembinaan sumberdaya alam dan 
lingkungan hidup, d) pengembangan meteorologi dan geofisika. Lebih 
rinci lagi dalam Repelita VI telah dicanangkan pengelolaan lingkungan 
hidup dengan dana APBN. Namun seperti telah disebutkan di muka bahwa 
dana APBN ini tidak jelas dari mana asalnya, karena sebagian besar 
berasal dari pajak umum. Dana dari APBN ini dapat langsung digunakan 
untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah 
mendapatkan subsidi dari pemerintah pusat dan di samping itu harus 
menggali pendapatan asli daerah untuk kepentingan tersebut. 
 
Pungutan dan Denda terhadap Pencemar 
Dalam ilmu keuangan negara pungutan dan denda yang dikenakan 
terhadap pencemar lingkungan disebut sebagai “Pigouvian Taxes”. 
Pungutan dan denda semacam ini dimaksudkan untuk menurunkan tingkat 
pencemaran yang dihasilkan oleh perusahaan atau individu dengan cara 
menginternalkan biaya lingkungan yang semula ditanggung oleh 
masyarakat. Biaya lingkungan yang disebut juga dengan biaya eksternal 
itu sering berupa menurunnya kualitas lingkungan, timbulnya penyakit dan 
turunnya produktivitas semua jenis sumber daya baik itu sumber daya 
alam maupun sumber daya manusia. Dalam Undang-Undang Republik 
Indonesia No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
secara implisit dalam Pasal 34 dan 35, diterapkan prinsip pencemar yang 
membayar (polluter pays principle). Undang-Undang No.23 Tahun 1997 
ini merupakan penyempurnaan Undang-Undang No.4 Tahun 1982 tentang 
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam 
Undang-Undang No.4 Tahun 1982 tersebut prinsip pencemar yang 
membayar disebutkan secara implisit pada pasal 20. Secara teoretis 
pengenaan pajak atau pungutan atas pencemaran dapat ditentukan atas 
dasar beban pencemaran, volume BOD, volume COD, maupun indikator 
pencemar lainnya. 
 
Asuransi Kerugian Lingkungan  
Asuransi perlindungan lingkungan telah banyak diterapkan untuk 
industri-industri besar seperti industri perminyakan, pertambangan 
batubara dan lain-lainnya. Pada dasarnya perusahaan yang terlibat dalam 
kegiatan penggalian sumberdaya alam termasuk minyak bumi diwajibkan 
membeli polis asuransi untuk menjaga kemungkinan rusaknya lingkungan. 
Dalam hal ini tampaknya belum ada lembaga asuransi di dalam negeri 
yang berani berkecimpung dalam asuransi lingkungan ini. Hal ini 
kemungkinan karena masih sulitnya mengukur besarnya dampak 
kerusakan lingkungan dan menilainya dalam rupiah. 
 
Uang Tanggungan (Deposit) 
BAPEDALDA dapat meminta uang jaminan (deposit) dari para 
pemrakarsa atau pengusaha yang akan beroperasi atau melakukan kegiatan 
yang berpotensi merusak atau mencemari lingkungan. Apabila kegiatan 
usahanya berhenti dan ternyata kondisi lingkungan masih bagus atau 
bahkan bertambah baik, maka uang jaminan itu dapat dikembalikan 
kepada pengusaha yang bersangkutan. Dalam cakupan yang lebih kecil, 
rumah tangga yang membeli barang konsumsi dapat membayar uang 
jaminan untuk botol, kaleng, kotak aki, dan sebagainya; yang dapat 
dikembalikan kepada pabrik atau agen dan mendapatkan kembali uang 
jaminannya. Dengan cara ini limbah padat tersebut tidak dibuang 
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sembarangan dan tidak akan mencemari lingkungan. Untuk tingkatan 
pabrik atau industri pengolahan uang jaminan ini dapat digunakan sebagai 
alat kontrol agar pemrakarsa atau pengusaha berusaha untuk melaksanakan 
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan 
Lingkungan (RPL) dengan baik dan mendorong mereka untuk sudi 
membangun Unit Pengolah Limbah Cair (water treatment plant), 
membuang sampah di tempat pembuangan sampah dan mengolahnya 
menjadi kompos ataupun dapat membuat pengolahan limbah bersama 
(public water treatment plant) untuk industri pengolahan maupun untuk 
para pengembang perumahan. 
 
Penentuan Harga Sumberdaya Alam 
Sumberdaya alam dianggap sebagai anugerah Allah SWT, 
sehingga tidak perlu dilakukan pembayaran bagi siapa saja yang 
memanfaatkannya. Konsep ini telah mengakibatkan adanya pengambilan 
secara berlebihan dan tidak ada biaya untuk mengadakan perbaikan atau 
pemeliharaan sumberdaya alam tersebut. Karena itu konsep insentif 
ekonomi perlu diterapkan di sini, yaitu menentukan harga sumberdaya 
alam dan mengharuskan siapa saja yang mengambil dan memanfaatkannya 
untuk melakukan pembayaran. Harga atau nilai sumberdaya alam yang 
masih ada di dalam bumi atau di atas bumi dapat ditentukan; misalnya 
dengan konsep rente ekonomi. Dengan demikian maka Pemerintah Daerah 
akan memiliki sumber dana tambahan  untuk pengelolaan lingkungan. 
Tampaknya sistem pungutan atau retribusi dalam pengambilan 
sumberdaya alam untuk pasir kali, batu kali, batu kapur, air tanah dan 
sebagainya telah diterapkan di Indonesia; tetapi penentuan nilainya masih 
dirasa belum tepat; dan masih terlalu murah, sehingga masih cenderung 
mendorong terjadinya deplisi sumberdaya alam. 
 
Dana Internasional 
Negara-negara maju menyadari bahwa konsep lingkungan ini tidak 
mengenal batas, sehingga memburuknya kondisi lingkungan di suatu 
daerah atau suatu negara akan mempunyai dampak yang negatif pula bagi 
negara-negara lain. Contoh yang jelas ialah dengan semakin lebarnya 
lobang lapisan ozon serta semakin luas hutan yang ditebang apalagi yang 
terbakar, maka potensi untuk semakin tingginya temperatur bumi karena 
pemanasan global semakin tinggi pula. Kebakaran hutan yang terjadi di 
Kalimantan dan Sumatera sejak tahun 1993, 1997 dan 1998 telah 
menyebabkan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand 
turut menderita karena asap tebal yang menutupi kota Singapura dan 
Kualalumpur. 
Oleh karena itu negara-negara maju telah menyisihkan sebagian 
dari anggaran belanjanya untuk membentuk dana lingkungan global  
yang disebut dengan Global Environmental Fund (GEF). GEF ini 
berkedudukan di Geneva. Di samping itu banyak negara-negara maju  
yang bersedia membantu negara-negara sedang berkembang untuk 
memperbaiki kondisi lingkungannya, seperti Norwegia, Perancis, Jerman, 
Jepang dan Australia telah lama memberikan bantuan perbaikan  
dan pengelolaan lingkungan dalam bentuk bantuan tenaga ahli (technical 
assistance) maupun bekerja sama dalam pelaksanaan dan pembiayaannya. 
Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia juga telah memberikan  
bantuan dalam bentuk pinjaman yang tidak sedikit dalam rangka perbaikan 







PENGHITUNGAN SUMBERDAYA ALAM 
DAN LINGKUNGAN 
 
Hadirin yang saya hormati, 
Penghitungan sumberdaya alam ada yang dimaksudkan sebagai 
dasar bagi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang dimiliki 
oleh suatu negara; sedangkan ada pula yang dimaksudkan untuk 
melengkapi informasi sehingga nilai penyusutan sumber daya alam dan 
degradasi lingkungan dapat diperhitungkan dalam nilai Produk Domestik 
Bruto; dan selanjutnya nilai PDB yang telah disesuaikan itu dapat 
digunakan untuk menyusun rencana pembangunan nasional yang 
mencakup berbagai sektor kegiatan ekonomi. 
Munculnya pemikiran mengenai penghitungan sumber daya alam 
dan lingkungan berkaitan dengan semakin meningkatnya perhatian dunia 
terhadap masalah kelangkaan sumberdaya alam dan degradasi lingkungan. 
Berbagai pertemuan internasional yang membahas pentingnya 
dilaksanakan penghitungan sumberdaya alam dan lingkungan untuk 
menjamin tercapainya pembangunan yang berkelanjutan, serta membahas 
tentang metodologi penghitungannya, telah berulang kali dilaksanakan. 
Berbagai pertemuan itu disarankan agar diperoleh suatu metode yang 
secara umum dapat digunakan untuk melaksanakan penghitungan dan 
dapat diterapkan secara umum di berbagai negara.  
Henry Peskin dan Ernst Lutz (1990) telah membuat studi literatur 
mengenai penyusunan neraca sumberdaya alam dan lingkungan.  
Ada beberapa pendekatan penghitungan sumberdaya alam dan lingkungan 
yang dapat dibedakan menjadi: Pendekatan pendapatan, pendekatan 
kesejahteraan, baik dengan penghitungan fisik dan penghitungan moneter. 
 
 
a. Pendekatan Pendapatan 
Dalam pendekatan pendapatan yang dipentingkan adalah 
melihat perubahan yang terjadi dalam persediaan sumberdaya alam, 
tetapi tidak perlu melihat berapa banyak persediaan sumberdaya alam 
yang ada. Sayangnya pendekatan ini tidak melihat hubungan antara 
kesejahteraan suatu bangsa dengan volume sumberdaya alam yang 
diambil. Bila tidak hati-hati dapat terjadi sumberdaya alam yang ada 
diambil terus (deplisi) sampai habis. Memang terdapat kecenderungan 
bahwa meningkatnya biaya produksi dapat dianggap sebagai tanda 
semakin menipisnya persediaan sumberdaya alam yang bersangkutan. 
Kebaikan cara ini adalah mudah untuk dilaksanakan karena hanya 
membutuhkan data mengenai berapa besarnya produksi (pengambilan 
sumberdaya alam) perubahan yang terjadi karena pertumbuhan baik 
secara alami maupun karena perbuatan manusia, serta karena 
kerusakan atau kehilangan. 
 
b. Pendekatan Kesejahteraan 
Pengertian bahwa semakin banyak persediaan atau volume 
sumberdaya alam di suatu negara akan semakin sejahtera negara yang 
bersangkutan, karena sumberdaya alam yang ada tersebut dapat 
dimanfaatkan dalam jangka panjang. Kebaikan dari pendekatan ini 
adalah memberikan dasar bagi pemerintah atau pengelola sumberdaya 
alam itu untuk menyesuaikan tingkat pengambilan sumberdaya alam 
yang bersangkutan sedemikian rupa sehingga dapat terjamin 
keseimbangan antara sumberdaya alam yang ada dengan kebutuhan 
masyarakat yang bersangkutan. Sayangnya relatif sulit untuk 
menentukan berapa besar volume persediaan atau cadangan 
sumberdaya alam tertentu di suatu negara. 
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c. Penghitungan Fisik  
Penghitungan secara fisik ini sudah cukup menolong untuk 
dilakukannya perencanaan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan 
lingkungan. Namun demikian karena sumberdaya alam yang ada 
seringkali digunakan sebagai faktor produksi bersama dengan faktor 
produksi lain dalam proses produksi, dan masing-masing memiliki 
harga, maka akan menjadi lebih sempurna bila diberikan harga 
(valuation) terhadap sumberdaya alam yang ada. Penghitungan 
sumberdaya alam secara fisik ini merupakan prasyarat bagi 
penyusunan neraca moneter sumberdaya alam. 
 
d. Penghitungan Moneter 
Maksud penghitungan dalam arti moneter ini terutama sekali 
adalah untuk disatukannya nilai penyusutan sumberdaya alam dan 
degradasi lingkungan itu ke dalam nilai Produk Domestik Bruto 
(PDB). Nilai Produk Domestik Bruto serta distribusinya antarsektor 
sangat banyak digunakan untuk merencanakan pertumbuhan ekonomi 
nasional, sektoral maupun regional. Hanya saja kelemahan dari 
pendekatan ini adalah lemahnya metode penilaian terhadap 
sumberdaya alam dan lingkungan. 
 
 
METODE PERHITUNGAN SUMBERDAYA ALAM  
DAN LINGKUNGAN 
 
Hadirin yang saya hormati, 
Pada dasarnya penghitungan sumberdaya alam dan lingkungan 
dimulai dari menyajikan besarnya atau volume persediaan sumberdaya 
alam pada awal tahun, dikurangi dengan volume pengambilan, kerusakan 
dan kehilangan ditambah dengan pertumbuhan baik alami maupun karena 
usaha manusia atau penemuan baru. Dalam tahap ini tidak seluruhnya 
mudah dikerjakan, terutama untuk persediaan atau cadangan sumberdaya 
alam, baik sumberdaya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak 
dapat diperbarui. 
Data yang relatif mudah didapat adalah data mengenai volume atau 
banyaknya pengambilan sumberdaya alam, karena volume pengambilan 
sama artinya dengan volume produksi barang sumberdaya itu. Selanjutnya 
volume pertumbuhan dan penemuan baru karena tindakan manusia lebih 
mudah diketahui, sebab volume tersebut akan memperluas atau menambah 
cadangan sumberdaya alam. Volume pertumbuhan alami biasanya 
didasarkan pada perkiraan atas dasar penelitian sebelumnya. Demikian 
pula besarnya kehilangan atau kebakaran sulit diketahui secara pasti, 
apalagi bila dimaksudkan untuk membuat perkiraan di masa yang akan 
datang. 
Mengenai pencemaran lingkungan data yang diperoleh didasarkan 
pada perkiraan banyaknya emisi atau buangan limbah cair yang dihasilkan 
oleh setiap jenis industri. Angka yang pasti juga sulit didapat tetapi dengan 
menggunakan estimasi dan perhitungan tertentu, akan dapat diketahui 
volume pencemaran yang terjadi. Setelah diberikan nilai terhadap volume 
pencemaran yang terjadi, maka dapatlah diperoleh tingkat penurunan atau 
degradasi lingkungan dalam arti finansial. 
Selanjutnya dengan memasukkan nilai deplisi sumberdaya alam 
dan depresiasi sumberdaya alam ke dalam nilai Produk Domestik Bruto 
akan diperoleh nilai Produk Domestik Netto I. Kemudian dengan 
memasukkan nilai degradasi lingkungan ke dalam nilai Produk Domestik 
Neto akan diperoleh nilai Produk Domestik Neto yang disesuaikan 
(Produk Domestik Neto II). 
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PENENTUAN NILAI (VALUATION) TERHADAP SUMBERDAYA 
ALAM DAN LINGKUNGAN 
 
Hadirin yang saya hormati, 
 Ada beberapa pendekatan dalam penentuan nilai terhadap 
sumberdaya alam dan lingkungan. Untuk sumberdaya alam penilaian atau 
harga yang biasa digunakan adalah hasil bersih (net price) atau sewa 
bersih (unit rent) seperti yang dilakukan oleh Robert Repetto (1989). Yang 
dimaksud dengan sewa bersih atau nilai bersih adalah beda antara harga 
jual dengan seluruh biaya produksi termasuk laba yang banyak bagi usaha 
produksi, tetapi termasuk di dalamnya pajak, dan pungutan-pungutan lain. 
Di samping itu ada pendekatan harga dengan menggunakan nilai 
sekarang (present value) yang dikemukakan oleh El Serafi (1990). Dalam 
hal ini yang menjadi persoalan adalah dalam menentukan tingginya tingkat 
diskonto atau tingkat bunga yang akan digunakan; apakah akan 
menggunakan tingkat bunga privat (private rate of interest) ataukah tingkat 
sosial (social rate of interest). Demikian pun dalam menentukan umur 
sumberdaya alam bersangkutan sebagai dasar untuk mencari nilai 
sekarang. 
Menurut Mohan Monasinghe (1991), pemberian harga atau nilai 
terhadap lingkungan yang berubah karena adanya kegiatan manusia 
berbagai metode telah diperkenalkan, tetapi sulit mengatakan mana yang 
terbaik karena banyak faktor yang menentukan. Beberapa cara pemberian 
harga atau nilai itu adalah sebagai berikut: 
a. Penilaian langsung yang dibedakan lagi menjadi: 
1) Melihat perubahan produktivitas 
2) Melihat hilangnya penghasilan 
3) Pengeluaran untuk mempertahankan (defensive expenditure) 
b. Nilai pengganti 
1) Nilai tanah dan rumah 
2) Perbedaan tingkat upah 
3) Biaya perjalanan 
4) Nilai barang yang dipasarkan 
c. Kesediaan membayar atau pengeluaran potensial 
1) Biaya untuk mengganti 
2) Proyek bayangan 
3) Penilaian tak terduga (masyarakat) 
Metode atau pendekatan di atas disajikan berurutan mulai dari 
metode yang menggunakan harga pasar sampai dengan metode yang 
mendasarkan diri pada hasil survai dan data hipotesis. 
a. Metode Penilaian Langsung 
Metode ini mendasarkan diri secara langsung pada harga pasar 
atau produktivitas. Hal ini dimungkinkan bila perubahan dalam kondisi 
lingkungan mempengaruhi kemampuan berproduksi. Ada dua 
pendekatan yaitu pertama yang menyangkut produktivitas yang 
berubah dalam kaitannya dengan perubahan kondisi lingkungan; dan 
kedua yang menggambarkan hilangnya pendapatan dengan adanya 
perubahan kondisi lingkungan. 
1. Perubahan produktivitas 
Pembangunan suatu proyek dapat meningkatkan atau 
menurunkan produktivitas tenaga kerja atau lahan pertanian. Dalam 
hal ini harga pasar dapat digunakan untuk menilai dampak dari 
proyek tersebut terhadap lingkungan. Contoh lain bila suatu proyek 
menyebabkan air di sungai menjadi tercemar dan menyebabkan 
menurunnya populasi ikan yang dapat ditangkap dari sungai 
tersebut. Menurunnya volume ikan yang dapat ditangkap dapat 
dinilai dengan menggunakan harga ikan di pasar atau harga ikan 
yang diperkirakan. 
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2. Pendapatan yang hilang 
Perubahan kualitas lingkungan mempunyai pengaruh yang 
berarti terhadap kesehatan manusia. Idealnya, nilai uang dari 
dampak kerusakan lingkungan terhadap kesehatan ditentukan 
dengan melihat kesediaan membayar dari para individu untuk 
memperbaiki kesehatan mereka. Dalam praktik, cara lain dapat 
digunakan dengan melihat hilangnya penghasilan karena kematian 
yang lebih awal, karena sakit dan tidak masuk kerja, serta 
meningkatkan biaya kesehatan. Pendekatan ini akan tepat 
digunakan untuk menghitung dampak proyek-proyek industri atau 
transportasi yang meningkatkan pencemaran udara di kebanyakan 
kota di negara-negara sedang berkembang. 
3. Pengeluaran untuk mencegah atau mempertahankan 
Individu, perusahaan maupun pemerintah banyak 
melakukan pengeluaran atau belanja demi menghindari dampak 
negatif dari pencemaran lingkungan. Rusaknya lingkungan 
seringkali sulit untuk dihitung, namun informasi mengenai 
pengeluaran yang ditujukan untuk mengurangi dampak yang 
berupa memburuknya lingkungan dapat diketahui lebih pasti. Pada 
umumnya kita mengetahui bahwa biaya pencegahan pencemaran 
akan lebih murah daripada biaya untuk memperbaiki lingkungan 
yang tercemar. Oleh karena itu pendekatan ini akan memberikan 
nilai yang lebih rendah bagi kondisi lingkungan yang baik 
(underestimate). 
 
b. Nilai Pengganti 
Metode ini menggunakan informasi pasar secara tidak 
langsung. Masing-masing cara yang akan dibicarakan di sini memiliki 
kelemahan maupun kebaikannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu 
seorang analis harus memilih cara mana yang paling tepat sesuai 
dengan situasi dan kondisi tertentu. 
1. Nilai rumah dan tanah 
Pendekatan ini sejalan dengan pendekatan dalam 
memberikan penilaian pada sebidang lahan. Tujuan dari 
pendekatan ini adalah untuk menentukan harga implisit dari ciri-
ciri khusus yang terkandung dalam suatu kekayaan tertentu. Dalam 
bidang lingkungan cara ini dimaksudkan untuk memperkirakan 
biaya dari memburuknya kondisi lingkungan atau memperkirakan 
manfaat dari perbaikan mutu lingkungan.  
Cara ini telah digunakan untuk menganalisis dampak dari 
pencemaran udara. Apabila pencemaran itu lokal sifatnya, maka 
metode ini membandingkan harga rumah di daerah yang terkena 
dampak pencemaran dengan harga rumah di wilayah sekitarnya 
yang tidak kena dampak pencemaran udara. 
2. Perbedaan tingkat upah 
Pendekatan ini didasarkan pada teori dalam pasar 
persaingan sempurna di mana tingkat upah tenaga kerja akan sama 
dengan nilai dari produktivitas marjinal tenaga kerja tersebut, 
sedangkan penawaran tenaga kerja akan sesuai dengan kondisi 
kerja dan taraf hidup di suatu daerah. Oleh karena itu tingkat upah 
yang tinggi diperlukan untuk menarik tenaga kerja agar mau 
bekerja di  daerah yang tercemar. Perbedaan tingkat upah di dua 
daerah yang berbeda tingkat kecemarannya dapat dianggap sebagai 
biaya dari adanya pencemaran tersebut. 
3. Biaya perjalanan 
Pendekatan ini digunakan untuk menilai manfaat yang 
diberikan oleh adanya suatu kawasan wisata seperti hutan, danau 
dan sebagainya. Suatu daerah wisata mempunyai jarak yang 
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berbeda-beda dari pusat kota. Untuk mengunjungi wilayah tersebut 
tentunya memerlukan biaya yang berbeda dan menyangkut jangka 
waktu yang berbeda pula. Wisatawan yang dekat tempat tinggalnya 
dengan daerah wisata akan membayar biaya transpor yang lebih 
murah dariapda mereka yang tinggal dengan jarak yang lebih jauh. 
4. Barang yang dipasarkan sebagai proxi untuk barang yang tidak 
dipasarkan 
Beberapa keadaan menunjukkan bahwa barang yang 
dihasilkan oleh lingkungan merupakan barang substitusi yang 
dekat dengan barang-barang yang dipasarkan. Sebagai contoh nilai 
ikan yang masih di danau dianggap sama dengan nilai ikan yang 
sejenis yang dijual di pasar. 
 
c. Pendekatan atas dasar Pengeluaran Potensial atau Kesediaan 
Membayar 
Kadang-kadang memang sulit untuk memperkirakan manfaat 
dari tindakan perlindungan terhadap lingkungan. Dalam hal ini 
perkiraan manfaat dapat dilakukan dengan menghitung biaya yang 
dikeluarkan untuk mengganti jasa-jasa lingkungan yang hilang atau 
yang rusak karena adanya suatu proyek; atau dapat pula dengan 
melihat berapa masyarakat bersedia membayar (willingness to pay) 
usaha perlindungan terhadap lingkungan.  
1. Biaya pengganti 
Dengan pendekatan ini diperkirakan besarnya biaya yang 
harus dikeluarkan untuk menggantikan kekayaan yang hilang 
sebagai akibat adanya proyek. Perkiraan ini tidak mengukur 
manfaat yang timbul karena menghindari kerusakan, sebab biaya 
kerusakan dapat lebih tinggi atau lebih rendah daripada biaya 
penggantian tersebut. Sebagai contoh pendekatan atas dasar biaya 
pengganti ini terapkan pada perkiraan manfaat dari pencegahan 
erosi dengan menghitung nilai pupuk yang diperlukan untuk 
mengganti kesuburan atau unsur hara yang hilang karena adanya 
erosi tanah. 
2. Proyek bayangan 
Dalam hal suatu proyek memiliki dampak negatif, maka 
perlu dipikirkan adanya proyek-proyek bayangan beserta 
pembiayaannya yang dapat memberikan jasa-jasa pengganti guna 
mengimbangi hilangnya kekayaan lingkungan sebagai akibat 
proyek yang sedang berjalan. Sebetulnya pendekatan ini mirip 
dengan pendekatan atas dasar biaya pengganti. 
3. Penilaian masyarakat 
Pendekatan ini didasarkan atas daftar pertanyaan  
mengenai kesediaan masyarakat untuk membayar (willingness to 
pay) guna menghindari kerusakan yang timbul karena suatu  
proyek atau bahkan untuk membatalkan suatu proyek dan 
kesediaan masyarakat untuk menerima pembayaran (willingness to 
accept) atas korban yang mungkin dideritanya karena adanya 
lingkungan yang rusak. Apa yang dicari sesungguhnya  
adalah penilaian individual mengenai peningkatan atau penurunan 
suatu jumlah barang dalam kaitannya dengan harga pasar  
hipotesis. Kesediaan membayar dipengaruhi pula oleh tingkat 
pendapatan masyarakat; sedangkan kesediaan untuk menerima 
kerusakan tidak dibatasi oleh apapun juga. Dengan cara ini kita 
dapat memperoleh kurva permintaan terhadap produk atau proyek 





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 Hadirin yang saya hormati, 
1. Dalam membiayai pengelolaan lingkungan, konservasi dan 
pemeliharaan sumberdaya keanekaragaman hayati dapat bersumber 
pada APBN dan APBD. Pungutan bea masuk, pengembalian 
keuntungan perusahaan, keuntungan penanaman modal, keuntungan 
badan usaha milik negara, pungutan biaya pemakaian air, pajak 
khusus, pajak pemeliharaan lingkungan, pembangunan bersyarat, 
bantuan sukarela dari sektor swasta, dukungan langsung dari badan 
bantuan pembangunan, dukungan langsung dari konservasi 
internasional, donasi perusahaan multinasional, maupun 
pengembangan kawasan lindung. 
2. Penghitungan sumber daya alam dan lingkungan harus dilaksanakan 
guna memperbaiki pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan 
disamping dapat membantu menyediakan informasi yang lebih tepat 
dalam bentuk Produk Domestik Bruto yang telah disesuaikan. 
 
Hadirin yang terhormat, 
Walaupun demikian masih perlu terus diusahakan agar pelaksanaan 
penghitungan sumberdaya alam dan lingkungan didukung oleh semua 
pihak; bukan saja Pemerintah Pusat (Kantor Menteri Lingkungan Hidup 
dan Biro Pusat Statistik dan BAKOSURTANAL), tetapi juga oleh 
berbagai departemen yang mengelola dan mengolah sumberdaya alam, 
seperti Departemen Pertambangan, Kehutanan, Perindustrian, Pertanian, 
maupun Pekerjaan Umum serta departemen-departemen lain yang terkait, 
maupun Pemerintah Daerah. 
Dalam pelaksanaannya, penghitungan sumberdaya alam dan 
lingkungan perlu menyangkut koordinasi antardepartemen, Biro Pusat 
Statistik maupun Perguruan Tinggi dan Pengusaha. Koordinasi ini akan 
memudahkan pelaksanaannya serta hasilnya akan dapat dimanfaatkan 
lebih baik sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga baik 
Pemerintah maupun bukan Pemerintah. 
 
Penutup 
Hadirin yang saya hormati, 
 Sebagai penghujung pidato pengukuhan ini perkenankan saya 
sekali lagi mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT atas segala 
limpahan rahmat dan barokah kepada saya sekeluarga. Kesempatan ini 
juga akan saya gunakan untuk menyampaikan curahan perasaan kepada 
pihak-pihak yang telah banyak memberikan jasanya di dalam perjalanan 
hidup saya meniti karir. Pihak-pihak yang telah banyak jasanya turut 
mengantarkan saya mencapai jenjang jabatan akademik ini ialah orang tua, 
isteri, anak, saudara, para guru saya sejak Sekolah Dasar sampai dengan 
Program Pascasarjana serta banyak pihak lain. Oleh karena itu, dalam 
kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada: 
♦ Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang telah 
memberikan kepercayaan kepada saya untuk memangku jabatan Guru 
Besar FKIP Universitas Sebesar Maret. 
♦ Rektor Universitas Sebelas Maret yang juta Ketua Senat Universitas: 
Dr. dr. H. Much. Syamsulhadi,Sp.Kj, Sekretaris Senat Universitas 
Prof. Dr. Sunardi beserta seluruh anggota Senat Universitas, Dekan 
FKIP Universitas Sebelas Maret yang juga Ketua Senat Fakultas:  
Drs. H. Trisno Martono, MM beserta seluruh anggota Senat Fakultas 
yang telah mengusulkan saya untuk memangku jabatan Guru Besar 
FKIP Universitas Sebelas Maret. 
♦ Prof. Dr. A.O.B. Situmorang,MA, Prof. Dr. H. Soeratno 
Partoatmodjo,MSc, Prof. Dr. I. Made Putrawan; masing-masing 
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sebagai promotor disertasi yang telah turut memberikan sumbangan 
dalam mengembangkan kemampuan akademik saya. 
♦ Segenap guru-guru saya yang sangat saya hormati antara lain:  
Bp. Basuki, guru saya di SD yang dengan pendekatan sebagai seorang 
guru sejati telah meletakkan dasar-dasar konfidensi saya sebagai anak 
desa untuk terus menuntut ilmu, guru saya SMP  Bapak Bowo, Bp. 
Waridjo, Bruder Bonifacio, Bruder Purwono, Bp. Sutaryo BA, guru 
saya di SMA Santo Yosef dan masih banyak lagi yang telah turut 
memberikan sumbangan dalam mengembangkan kemampuan 
akademik saya. 
♦ Rekan-rekan sejawat di Jurusan PIPS khususnya di Program Studi 
Pendidikan Ekonomi FKIP UNS yang telah memberikan kesempatan 
kepada saya untuk meninggalkan tugas mengajar selama saya 
menempuh Program Pascasarjana dan selama ini telah menjadi teman 
diskusi sehingga telah banyak pula turut membantu mengembangkan 
karir akademik saya. Demikian pula para mahasiswa saya baik di S1 
FKIP Universitas Sebelas Maret, dan Fakultas Ekonomi Jurusan 
Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di S2 
Universitas Sebelas Maret dan STIES serta UNIBA. Dengan cara 
mereka telah menimbulkan tantangan tersendiri untuk memacu 
pengembangan karir akademik saya. 
♦ Kedua orang tua saya, Almarhum Bapak R. Tanto Darsono dan 
almarhumah Ibu Romlah yang dengan kesederhanaannya, kedisiplinan 
dan dengan kasih sayangnya telah mengasuh, mendidik, dan 
membesarkan saya; kepada beliau-beliau saya memanjatkan doa: 
“Allahummaghfirlie waliwalidayya warhamhumma kamaa rabbayaani 
shaghieraa”. 
♦ Kanda R. Lantip Sudibyo yang telah memberikan petuah-petuah hidup 
secara benar. Dan Adik saya Drs. Edy Sanyoto, MM, Drs. Budi 
Rahardjo, Heri Prabowo, BE, Drs. Edy Priyanto, Dra. Tantiningsih, 
Drs. Agung Prasetyo, Drs. Sri Hartono, yang telah memberikan 
dukungan dalam meniti karir saya. 
♦ Istri saya, Endang Mulatsih,BA, dan keempat anak saya Radix Endy 
Santoso,SE,SH, Ratna Endah Santosa,S.Sn, Hendrix Santosa, SP,ST, 
dan Fajar Santosa,SE,Ak. yang Insya Allah selalu menjadi anak-anak 
yang qurrata a’yun yang bersama ibunya telah banyak berkorban 
selama saya menempuh studi di Pascasarjana di samping telah 
menciptakan suasana keluarga yang menyejukkan sehingga 
memungkinkan saya meniti karir akademik sehingga dapat mencapai 
jabatan akademik ini. 
Terima kasih atas perhatiannya. 
Billahit taufiq wal hidayah. 
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